
BIl
1

ANALISIS PERBAI\IDIN GAIY
HT]IruM WARIS SOI\{ALIA DAI\I INDOI\TESIA

MAKATAH

Diajukan dalam diskusiikniah pada

UPT MKDU lKlP Fadang

t
rrll1,"il'r P Eft F li S T fq it

.c...1,r ?r.l

lllt .'. ; .1. :.tu.
-ri'!',itr , !:-11i;i,

l- L,:.-. r r]Lt'uil '

i'. il:-i: i( ii :

irr t .1 't l 1i.:.1
t! _. , li i1 rr..

w - tu -nt

l,<

IL 1rc lga d,

s ,ffin AC'

h Aa{ l$lP I'F.ill\hlG

I

Oleh:

Dr". %"O flrro,

TAKULTAS IIMU DENDIDIKAN SOSIAL

fplps) lKlp pADANG

r995

MITII( UPT PERPUSTAI(AAN

IIIIP PADAI.JG

')
I
,t

I
I
!
Li
I
I
F

t



AI{ALISA PERBAI{DINGATiI

HUKUM WARIS SOMALIA DAN INDONESIA 1

I. PENDAIIULUANT

Dalan pembahasan Hukum Keluarga di Dunia Islaru modern ade

beberapa hal yang dibicarakan seperti masalah batas usia kawin, cErE-

cara melangsungkan pernikahan dan perceraian serta wasiat wajibah.

Kemudian juga menyangkut dengan pembahagian harta pusaka btau faraid.

Masing-masing negara Islam ada terdapat persanaan dan adE pula

terdapat perbedaan.

Pada makalah ini penulis akan mencoba mengungkapkan persamaan

atau berbedaan masal,ah hukum waris di Somalia dan di Indonesia yang

dikaitkan dengan kompilasi hukum Islam.

Tujuan penulisan ini adalah disamping untuk mengetahui persanaan

dan perbedaan hukum waris di dua negara tersebut, juga ingin

mengetahui sejauh man& mereka telah beranjak dalam menetapkan hukum

dari teks Fieh Klasik.

Selama ini yang kita pahani bahwa pembahagian harta pusaka

berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11 pembahagian anek laki- laki dua kali

pembahagian anak perempuan, tetapi di Somalia pembahagian anak laki-

lrki sasra denSan anak perempuan. Di Indonesia juge pernah ada gpgasan

Prof Dr. H. Munarir Sjadzali l&t, untuk memberikan bahagian yang sana

kepada ahli waris laki-lEki dan perempuan.

Baeaimana corak pembahagian hartE warisan yang berlaku

sekarang di Somali,a dan di Indonesia serta
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hubungannya dengan konpilasi hukum Islam perlu diradakan suatu

pembahasan.

II. H['KT]M WARIS DI SG{ALIA
Sebelum penulis menguraikan tentang hukum waris di Sonrlia

terlebih dahuku adE baiknya dijelaskan uraian ringkas tentang t6tar

belakang lahirnya hukum wari,s di sonalia. Hal ini sangat penting di

uraikan karena proses pembuatan undang-undang dalan srlatu negara

tidEk akan terlepas dari latar belakang sosinl budaya yang berlaku darnp

suatu negara-

somalia terletak di benua Afrika mempunyai penduduk t6r5 juta
jiwa dari seki,an banyak penduduk itu 99% beragama Islam. orang-orang

muslim di sini secara keseluruhan memakai mazhab imam syafei.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam maka disini yang

berlaku adalah hukum Islam. mereka membagi hukum Islam (syariat Islam)

itu pada dua kelompok yaitu hukum mengenai perseorangan (Individu)

dan hukum kelu-arga.

Pel,aksanaan hukum IsLam di sonalia selalu dipe,-ngaruhi hukum

adat, hal ini juga berpengaruh pada pembagian harta pusaka (warisan).

Kerena wil,ayah sonaliE pada mul,anya adrlah wil,ayah jqiahan

Inggris merupakan daerah protectorat di bawah Indi,a naka pada nul,anya

undang-undang India dsn Inggris juga diberlakukan. Keoudian pada

tahun 1865 terjadi peralihan kegrcmimpinan, sejak itu terjadi beberapa

kali pertukaran peraturan dan perundang-undangan risalnya peraturan

1875, kemudian penciptaan undang-undang civil 1908, seterusnya

diperluas dengan hukun pertunangen dan perkawinan menurut adEt yEng

dikukuhkan p6ds tahun $a. pada tahun lgJT seuluanya ditetapkan



sebagai ordonansi hukum dengan qadhi.

Kemudian pada tahun 1944 hukum ini dicabut, termasuk hukurr

hukum yang berada dibawah undang-undang yang menentukan hak

hukum begl qsdhi, tetapi hukum keluarga dan hukum adat rusih

terpelihara dari percampuran dengan hukum asing.

Pada masa pemerintahan Anglo-Itali,a hukum kolonial soDEliE masih

terlihat dalam peta dunia" Sonalia tercatat sebagai masyarokat Independen

hal ini berliangsung sejak tahun 1960 sarnpai dengan tahun 1968.

Setelah terjadinya pergantian partai di Somaliar ajaran komunis

mulai diterapkan maka kebijakan pemerintah dalam bidang agama dan

peraturan keagamaan menjadi mundur, yang dipentingkan adalah ideologi

baru yaitu komunis, pnogram tentang repormasi hukun dibubarkan

pemerintah.

Setelah munculnya zanan pemerintahan sesialis, terjadi kembali

perdebatan dalan hal penbaharuan hukum keluarga, dan diiadikan hukum

negara' proses itu dimulai sejak tahun 1972. Kemudian 1975 disetujui

menjadi undang-undang dengan nama hukum keluarga Somalia,

penciptanya addah Salem Shaleh Hussen jabatanya adEIEh sekretaris

negara dibidang hukun dan keagauraan. Maka peda tanggal 11 Januari

1975 ditetapkan Undang-undang tersebut di atas ditetapkrn dengan Surat

Keputusan Presiden, pada waktu itu yang memerintah adalah Siad Berre.

Persetujuan tentang hukum perkarinan sebagai undang-undang

disebut dengan Revolusi Charter I dan II. Undang-undang ini adalah

untuk mengatur ketentraman masyarakat serta menghapusan perbudakan

kuno, yang ddak disukai oleh pemerintEh yang baru (Tahir L,tahmood,

t987 z 2541.



Hukum keluarga 1975 itu berisi 173 artikel yang disusun menjadi 4

buku yaitu :

1. Pernikahan dan perceraian

Dala^m hal ini diatur tentang perjanjian dalam pernikahan, oqad,

l,arangan tentang pertengkaran, masalah polisani, uasalah tentang batasan

usia seseorang boleh menikah, menyangkut dengan perceraian rrasalah

wali dan segala sesuatu yang menyangkut dengan nafkah dan bi,aya

hidup, masalah iddah dan l,ain-lain. j

2. Anak dan Biaya perawatannya

Pada bahagian ini diielaskan tentang kewajiban seorang ayah dan

ibu terhadap anaknya, serta biaya perawatan, pendidikan dan

pengasuhnya-

3. Siapa yang boleh menjadi wali dan yang boleh mewakilinya.

Yang menjadi pembalrasan dalam hal ini adalah : masalah wali atau

perwakil,an perwalian, perlindungan pada orang dewasa, orangrrang yang

cacat, anak terLantar dan adopsi.

4. Srarisan

Yang dibicarakan adalah mengenai tentang siapa yang menjadi

waris, peraturan tentang warisan, pembagian yang merata dan

berakhirnya tanggung3n.

trGrena luasnya catupan hukum keluarga tersebut yang penulis

batus hanya mengenai hukum warisan s4ia. Ketentuan warisan di Sornalin

adalah sebagai berikut:

8. Tidak sah wasiiat bagr seseorang bila ahli sarirs yang lain tidsk

menyetujuinya (mengizinkan) wasiat hanya boleh diberikan tidak lebih

dari seperHga bahagian.
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trhlau wasiat melebihi sepertiga itu tidak sah, lebih lebih lagi kalau

para ahli werirsnya tidak menyetujui-nya.

b. Sesuai dengan undang-undang yang tel,ah dibentuk pada Revolusi I

dan II pembahagian hak warisan bagi laki-laki dan wanita disamatan.

c. Para ahli waris yang berhak menerirua pusaka adalah :

1. Suami

2. Isteri

3. Anak laki-laki (cucu) 
i

4. Anak perempuan (cucu)

5. Ayah

6. IGkek

7. Ibu

8. Nenek

9. Saudara l,aki-Iaki

10. Saudara perempuan

d. Pembagi,an isteri atau suami dari si nayat memperoleh bahagian

seperdua, kalau simayat adalah tidak mempunyai anak (cucu). Ihlau

ada anak atau cucu maka pembahagian mantan suarri atau isteri dari

simayat seper empat biLa isteri dari si mayat lebih dari satu satu

orang maka mereka akan memperoleh warisan seperdua atau

seperempat.

e. BiLa simayat neninggalkan suami atau isteri dan rnasih memPunyai

ayah dan ibu, maka penbahagian suarri atau isteri hanya seperdua.

Kemudian sisa hartanya diberikan semuanya kepada ayah dan ibunya

dengan pembahagian yang salDa.

f. Jika simayat neninggalkan seorang anak faki-laki dan anak

perempuan sqia, atau lebih dari dua orang rnaka harta wErisan dibagi



rEta, tanpa membedakan ienis keliamin, kalau simayat tidak mempunyai

anak maka hartanya diberikan pada cucu laki-laki dan perempuan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Tahir Mahmood, 1987 : 255).

III. HI,'KI'M TIARIS DI INDUIIESIA

Ketentuan hukum waris di Indonesiia berasarkan pada konpilasi

Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dibawah ini penulis kutip pasd-

pasal yang memuat ketentuan ahli waris dalam pembahag4n nasing-

rnasingnya serta pel,ak-sanaan wasi,at, dimulai dari pasal 172 s/d ZOt.

Pasal tersebut adalah :

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragarna islam apabila diketahui dEri kartu

identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagr

bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut

ayahnya atau lingku-ngannya.

Pasd 173

Seora^ng terhdang nenjadi ahli waris apabila dengan putusan hakin yang

tel,ah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

a" dilrcrsalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

mengani,aya berat pada pewaris.



b. dipersalahkan secara memfitnah tetah mengqiukan pengaduan bahwa

pewaris tel,ah meliakukan suatu kejahetan yang diancam dengan

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a- Menurut hubungan darah:

golongan laki-laki terdiri dari: ayah, snak l,aH-la+i' saudara

laH-lakil lrEnan, dan kakek.

golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara

perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau ianda-

2. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan

hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda-

Pasal 175

1. Kewqiiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

& mengurus dan menyelesaikan sampai PemElcaman ienazah selesal

b. menyelesaikan baik utanB-utang benrpa penSobatanr perawatan

termasuk kemiiban pewaris naupun menagih piutang.

c. menyelesaikan wasiat pewaris.

d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewaiiban Pewaris

hanya terbatas pada junlah atau nilai harta peninggalannya.

ililltll( UPT PERPUSTAKAAN



BAB III

BESARNYA BAGIAIII

Pasal 1Zd

Anak perempuan bila hanya seorang ia.mendapat separo bagi,an, bila dua

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pefriga bagiian, dan

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, moka basiEn

akan laki-Laki adalah dua berbanding satu dengan anak perenpuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau

lebih. Bila tidak ada akan atau dua orang saudara atau lebihr maka ia

mendapat sepertiga bagian.

2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah dianbil oleh janda

atau duda bil,a bersama-same dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separo bagian, bila pewaris tidek meninggalkan anak, dan

bila pewaris meninggaltan anak, maka duda mendapat seperdelapan

bagian.



Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagien bila pewaris tidak meninggalkan anak'

dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan

bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah' maka saudara

laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat

seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka

bersama-sama mendapat sepertiga bagi,an.

Pasal 182

Bila sorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia

mempunyai satu saudara peremPuan kandung atau seayah, maka ia

mendapat separo bagian. Bi.[a saudara perempuan tersebut bersama-sama

dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,

maka mereka bersama-sama mendapat dua Pertiga bagian. Bila saudara

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki

kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua

berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perda"uraian dalam pembagian

harta warisan, setel,ah nasing-masing menyadari bagiannya.



Pasal 184

Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak

dan kewajibannya, maka basinya di,angkat wali berdasarkan keputusan

hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris nake

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereta yang

tersebut dalarn Pasal 173.

2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli

waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang Lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh Pewaris

senasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat diturriuk beberapa

orang sebagai pelaksans pernbagian harte warisan dengan tugas:

a. mencatat dalan suatu daftar harta peninggialanr baik berupa

benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disEhkan

oleh para pewaris yang bersangkutan, bila perlu finilai hargenya

dengan uang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kePentingan pewaris

sesusai dengan Pasd 175 (1) Sub a'brdan c.



2, Sisa dari pegeluaran dimaksud di Etas adalah merupakan harta

warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris bersangkutan.

Pasd 188

Para ahli waris baik secara bersa,ma-sama atau Perseorangan dapat

mengqiukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk mel,akukan

pembagiall tlarta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak

menyetujui permintaan iturmaka yang bersangkutan dapat mengajukan

gugatan melalui Pengadilnn Agama untuk dil,akukan pembagian harta

warisan.

Pasal 189

1. Bil,a hsrta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang

luasnya kurang dan 2 hektar, supaye dipertahankan kesatuannya

sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan

bersama para ahli waris yang bersangkutan.

2. BiIa ketentuan tersebut pada Ayat (1) pasat ini tidEk dimungkinkan

karena di antara para ahli warirs yang bersangkutan ada yang

me6erlukan uang, maka Lrhan tersebut dapat dimiliki oleh seorang

atau lebih ahli waris dengan cara membayar harga,nya kepada ahli

waris yant berhak sesuai dengan bagiannya nasing-nasing.

PasEl 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing irstri

berhak nendapat bagian atas gpno-gini dari rumah tangga dengan

suaminya, sedangkan keseluruhan bagan pewaris adalah meqiedi hal para

ahli warisnya-



Pasal 191

Bila pewaris tidak neninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya

tidak diketahui ada atau tidaknya, rneka harta tersebut atas putusan

Pengadilan Agana diserahkan penguEsanya kepada baiturnal untuk

kepentingan agana Islasr dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAI.I RAD

Pasal 192

Apabil,a delam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawit

furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka

penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang,

dan baru sesudah itu harta warisan dibasi secara aul menurut angka

pembilang.

pasal 193

Apabila dal8m pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil

furud menunjukkan bahwa Engks pembilang lebih kecil dari pada angka

penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah rnaka penbagian herta

warisan tersebut dilakukan secara ra4 yaitu sesuai dengan hak nasing-

masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi se@ra berimbang di antara

mereka-



BAB V

WASIAT

Pasal 194

1. Orang yang teLah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal

sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiiatkan sebagian harta

bendanya kepada orang l,ain atau lembaga-

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasit.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam Ayat (l) pasal

ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasi,at meninggal dunia-

Pasal 195

1. Wasiiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksio atau tertulis

di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.

2. Wasiat hanya diperoleh bahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari

harta warisan kecuali apebila semua ahli waris menyetujui.

3. lYasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli

waris.

4. Pernyataan persetujuan pada Ayat (2) dan (3) passl ini dibuat secara

lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang

saksi atau dihadapan notaris.

Pasal 196

Dalan wasiat baik secara tertulis Eraupun secara lisan hErug disebutlun

dengan tegas dan jelas siapE atau siapa-siapa atau lembaga apa yang

dituqiuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

rl
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Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan

putusan hakim yang teLah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum

karena:

a. dipersalahkan tel,ah membunuh etau mencoba membunuh atau

menganiaya berat pada pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfitnah tel,ah mengajukan penSaduro

bahwa pewasi,at telah meliakukan suatu kejahetan yaPg diancam

dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih

berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancanan mencegah pewasiat

untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk

kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan

surat wasi,at dari pewasiat.

2. Wasi,at menjadi batal aPabila orang yang ditunjuk untuk urenerina

wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasirat tersebut sampai ia meninggal

dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

b. mengetahui adanya wasiat tersebutrtapi i/a menolak untut

menerimanya;

c" mengetahui adanya wasirat itu, tetapi tidak pernah menyatatan

menerima atau menotak sampai ia meninggal sebelum meruggalnya

pewasiat.

3. Wasiat nerfadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.



Pasal 198

lVasiat yang berupa hasil suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda

harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya sclama calon penerirna Easiat

belum menyatakan lrcrsetujuannya atau sudah menyatakan

persetuannya tetapi kemudian menarik kembali.

2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan

oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasirat

terdahulu dibuat secara lisan.

3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, naka hanya dapat dicabut dengan

cara tertulis dengan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan

akta notaris.

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat

dicabut berdasarkan akta notaris.

Pasal 2@

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bile karena suatu sebab

yang sah mengdani lrenyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum

pewasiat meninggal duniqnaka perima wasiat hanya akan menerima hErtE

yang tersisa.

Pasal 201

Apabil,a wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris

ada yang tidak menyetujuinyq maka wasiat harnya dil,aksanakan sampai

batas sepertiga harta warisan (ebaut Cani Abdullah, 1990: 13O s.d 137).



IV. AITIALISIS PERBANDIISAI\I

Sebelum penulis menjelaskan tentang perbandingan hukum waris

di Somatia dan di Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu dikemukatan

dalil-dalil Al-Quran tentang pembegian harta warisan.

Firman Allah dalaln Surat Annisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :
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: Allah rensyari'atkan bagimu tentang (perrbagian pusata
untuk) anak-anakuu. Yaitu: bahasian seoran8 anak lelaki
sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jita
anak itu semuanya perempuan lebih dari duq naka bagi
mereka dua pertiga dari hartE yang ditinggalkan, jiko anak
perempuan itu seorang saiq maka ia memPeroleh separo
harta. Dan untuk due orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinsgalkEn, jita
yalng meninggal itu mempunyai anak' jika yang meningeal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), maka ibunya mendapat sepertiSa, iika yang
ureninggal mempunyai saudara maka ibunya niendapot
sepeaenan (Pembagi,an-pembagi,an tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayarkan
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, ka.mu
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tidak mengetahui siapa diiantara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfa'atnya baginu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagr Maha
Biiaksana (Quran S. 4: 1l).
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Artinya Dan bagimu (suami-euami) dari hartE yEng

ditinggElkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak
maka kauu mendepat seperempat dari harta yang
ditinsgalkEnnya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka bua-t
atau (dan) sudah dibayar hutangnya. para isteri
memlrcroleh selrcrenpat harta yang karau tinggialksn jika
kamu tidsk mpunyai anak. Jiko kamu mempunyai anak,
maka para isteri memporoleh seperdelapan dari dEri harta
yang lcamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang karnu
buat etau (dan) sesudah dibayarkan hutang-hutangmu. Jika
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Dalasr

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak. meninggalkan avah dan tidati ,o"riinigJt"" inak]tetapi me-mpunyai seorang saudara laki-laki (""ibu 

"qi"iatau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masin-g-masing dari kedua jenis saudara- iiu ""p"i"rrl, harta.Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih aari seorang,
maka mereka bersekutu daram yang sepertiga itu, sesudahdipenuhi wasiat JranS dibuat olehnya atau sEsudair dibayar
hutangnya dan tidak memberi mudharat trepaaa-anri *art").
iu"h menetapkan yang demikian itu sebag,ii 

"y"ri;"t 
yang

benar-benar dari elah, dan All,ah Uafra- Ue-rigetatrui lEgi
Maha Penyantun (Quran S.4 : 12).

soal waris pada 'umumnya somari' dan rndonesia ha,pir
bersamaan' namun mengenai pembagian harta untuk masing-mhsing waris

;

ada perbedaan seperti:

Di somalia sesuai dengan revolusi pertama dan kedua, pembahagian

untuk laki-laki dan perempuan rli-camakan. l{isalnya pembahagian mantan

suami (duda) dan mantan isteri (ianda) di somalia mendapat seperdua

bahagi,an- Bila simayat tidak mempunyai anak kalau si mayat mempunyai

anak maka mereka mendapat seperempat.

Di Indonesia sesuai dengan pasal 179 dan pasal lgo dalam kompilasi

hukum Islam, duda akan mendapat seperdua bil,a simayat tidak mempunyai

anak dan akan mendapat seper derapan biLa simayat mempunyai anak.

sedangkan untuk mantan isteri (ianda) akan mendapat seperempat bil,a si
mayat tidak mempunyai anak dan akan

simayat mempunyai anak.

mendapat seperdeLapan bil,a

Pada ayat di atas penbahagian suami dalah seperdua bil,a sinayat
tidak mempunyai anak dan akan medapat seperempat bila sirnayat

mempunyai anak untuk isteri sama dengan bunyi kompilasi hukum IsIa,
di Indonesia"

Maka pada bahagiian ini somalia terlalu beranjak dari teks asli
tentang pembahagi,an suasri yang disamakan dengan perobahagian isterl
Padahal suarni harusnya mendapat dua kali lipat aari pembagian isteri



Kemudian Indonesira juga telah beranjak dari teks asli tentang

pembag:an suami, dalam teks asli suami akan medapat seperdua bila

simayat tidak mempunyai anak padahal dalarn kompilasi hukum islam di

Indonesia suami akan mendapat seperdeLapan bila simayat mempunyai

anak.

Menurut Fuqaha bahwa waris suami dari isterinya adalah selrcrdua

jika simayat tidak mempunyai anak dan jika simayat mempunyai anak

maka suami akan mendapat seperempat. Bag isteri akan mendapat

seperempat bila simeyat tidak mempunyai anak, tetapi bila simayat

mempunyai anak ia akan mendapat seperdelapan (Ibnu Rusyd, 3 : 470).

Keberanjakan Somalia dan Indonesia dari teks asli datan hal

pembagian harta pusaka ini, menurut hemat penulis bahwa kewajiban

antara laki-laki dan perempuan saat ini dalam hal tanggung-jarvab sudah

hampir sama- Karena perempuan juga sudah sama ikut memikul beban

untuk kesejahteraan rumah tangga. Ini contoh kasus di Somali,a dalsm hal

menyamaratakan pembahag:'an antara suami dan isteri.

Sedangkan di Indonesia yang mengatur pembahagian suami hanya

mendapat seperdelapan bila simayat mempunyai anak berkemungkinan

dalam pandangan kehidupan sehari-hari, bifa isteri yang meninggal'

kemudian mantan suami akan karin l,agi densan wanita lain kebanyakan

pendidikan dan kesejahteraan anak terabaikan. Ini mungkin yang

menyebabkan kourpilasi hukum Islasr di Indonesia menetaPkon bahwa

pembahagian mantan suami (duda) dari si mayat akan mendapat

seperdelapan bila si mayat mempunyai anak.

Selar\iutnya untuk pembahagian ayah dan ibu di Somatiar bila

simayat hanya meninggslkan suaui atau isteri, mcka bahagian ornrni ata;u

istri adalah seperdua, kemudian semua sisa harta diberikan kepada ayah



dan ibu dengan pembagian yang sama rata-

Padahal dalam kompilasi hukum Islam di Indonesi,a pasal 177 dan

178 ayah mendapat sepertiga bitra simayat tidak mempunyai anak, iika

simayat mempunyai anak ayah mendapat seperenan. Untuk ibu adalah

seperenam bila sirnayat mempunyai anak, tetapi bila simayat tidak

mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu akan

mendapat sepertiga"

Kalau ayah dEn ibu sana-sama maka mereka akan mendapat

sepertiga bagian dari harta yang ditinggslkan setelah dikeluarkan

pembahagian janda dan duda

Menurut teks asli bahwa pembahagian ayah dan ibu adalah

seperenam masing-masingnya, kalau simayat mempunyai anak, kalau tidak

punya anak maka mereka akan mendapat sepertiga- Tetapi kalau simayat

mempunyai dua orang saudara maka ibu akan memperoleh seperenam.

Maka pada pebahagian ini Somalia juga telah bergeser dari teks

aslinya dalam undang-undang Somalia itu tidak d(ielaskan apakah ibu

akan mendapat hambatan bila ada saudara dari simayat.

Di Indonesia pembahagian ayah dan ibu sepertiga bahaeian setelah

dikeluarkan pembahagian suami atau isteri, dalan teks asli tidak

disebutkan demikian, tentunya Indonesira juga telah beranjak dari teks

aslinya.

Penbahagian selrcrti di atas baik di Somalia dan Indonesiia mungkin

ada pertimbangan bahwa keluarga yang terdekat itu yang perlu

diselamtkan terlebih dahulu adalah yang terdekat sekali seperti mantan

suami dan isteri setcrusnya ayah dan ibu kemudian banr saudara-

saudara-

Mangapa Indoncsia mengeluarkan terlebih dahulu pembahagian duda
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dan janda berkemungkinan pertimbangan bahwa harta itu adalah hasil

jerih payah mereka berdua, penulis sendiri tidak menemukan alasan

keberanjakan mereka dari teks aslinya-

somalia menyamakan pembahagian anak laki-laki dan anak

Persmpuan padahal Indonesia membedakan pembahagian harta menurut

jenis kelamin sesuai dengan kompilasi hukum Islarn pasal 176, bahwa

pembahagian anak laki-laki dua kali pembahagian anak perempuan.

Menurut teks asli pembahagian anak laki-laki juga dua kali anak

percEpuan, alasan tersebut menurut tafsir adalah karena kewqiiban laki-

lski lebih berat dari perempuan seperti kewqjiban memberi maskawin

memberi nafkah dan lain-lain (Depertemen Amama : 1989 : 116).

Fatchur Rahrnan juga mengemukakan " jika orang yang mati

meninggalkan anak leki-laki dan anak perempuan maka pembahagian anak

laki-laki adalah dua kali anak perempuan (Itmu waris l9B7 : ll2l.
Munawir sjadzali, pernah memberikan gagasan agar pembagian

harta untuk laki-laki disamakan dengan kaum wanita- Alasan beliau

dahulu sebelum masa Isl,am wanita sana sekali tidsk nendapat harta

warison tetapi setelah Isl,am datang wanita diberi harta warisan setengah

dari laki-laki Ini berarti Islasr mengangkat harakat kaum wanita, kenapa

tidak sekaligus sqia wanita diberi bahagian yang sama dengan Laki-laki

memang tidak jelas' tetapi ajaran Islam itu memang sering diberlakukan

secarE bertahap (Ingat penetapan pengharauran khamr). Karena itu dapat

dipahani bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialqh bahwa pada dasarnya

usaha mengangkat hak dan derqiat wanita itu harus dilakukan dan tidak

boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan npdern sekarang ini

telah memberikan kewqiiban yang lebih besar pada kaum wanita dibanding

pada masa lalu, sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang



sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka loels saja kalau hak-

haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki (Atho

Mudzhar dalam Kontekstualisasi {iaran Islam, 1995 : 312).

f,Ialaupun ada gagasan kearah itu namun Indonesia sampai

berlakukan kompilasi hukum Islam belum bisa menerapkan hd di atas,

seperti Somalia Maka dalasr hal ini Somalia sudah lebih maju

diba^ndingkan dengan Indonesia.

V. KESIMPULAN

Ilari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Sonalia telah mencetuskan bahwa pembahagian harta warisan antara

laki-laki dan wanita dis66s[6n.

2. Tidak penulis temukan alasan yang jelas mengapa Somalira terlalu

berani beraniak dari teks asli, berkemungkinan faktor sosial budaya.

3. DalEn hal pembahagian suami dan isteri, serta ayah dan ibu Somaliia

menyama ratakan sEjq tetapi Indonesia bukan derikian masih

berpcgang pada teks asli.

4. Indonesira dan Somalia dalan hal rarirs sama-sama sudah beranjak dari

teks asll tetapi bila dilakukan perbcndingan, maka forsi s@alia lebih

besar keberanjakannya dari Indonesia.

mlLll( UPT PERPUSTAKAAN

I I(IP PAD'\TIC



-l

DAFTAR PUSTAKA

Abdull,ah' Abdul Gani' Pensantar Koaoilasi lfiukum Islan hlam Tata Hukum

Indonesia. Jakartar Gema Insani Perss, 1994.

Departenen Agama, R.I, N-Anaa dan Teriemahannva. CV. Toha putra

Semarang, 1989.

Fathur Rahman, ilmu ggig Bandung, Al Ma'arif, 1987

Ibnu Rusyd, Bldayatul Muitahid. Sernarang, Usaha Keluarga, T.t.

Mohammad Thahir, Perwnal Ie IB Islaaic @untrie$ New Delhi Academy

of Law And Reti8ion, 1987.

Munawir Sjadzali' MA, Kontekstualipsi Aiaran Islaa,70 tahun. Prof. Dr. H.

Munawir Sjadzali, llA, Pf.Temprint, Jakartar 1995.


